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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fenomena delinkuensi juvenil di Indonesia merepresentasikan tantangan 

signifikan yang memerlukan atensi serius dari pemerintah. Manifestasi perilaku 

devian pada kalangan anak-anak secara umum diakibatkan oleh dua kategori 

faktor, yakni endogen (internal) dan eksogen (eksternal). Faktor-faktor internal 

merujuk pada atribut personal anak yang inheren dan relatif independen dari 

konteks lingkungan, mencakup, antara lain, variasi gender, rentang usia, serta 

posisi sosio-ekonomi dalam komunitas. Kontrariannya, faktor-faktor eksternal 

bersumber dari stimulus eksternal yang memengaruhi individu, meliputi, namun 

tidak terbatas pada, dinamika keluarga, model edukasi yang diterapkan, 

lingkungan sosial pergaulan, serta dampak dari platform media sosial.1 

 Partisipasi individu di bawah umur dalam aktivitas kriminalitas secara 

kausalitas seringkali diakibatkan oleh paparan terhadap dinamika perilaku 

disfungsional yang dominan dalam lingkungan sosialnya. Terdapat faktor yang 

secara inheren memengaruhi dinamika serta kompleksitas suatu fenomena, 

sehingga esensial untuk dianalisis secara komprehensif guna memahami 

mekanisme fundamental yang mendasarinya faktor Internal seperti kondisi mental 

dan kepribadian negatif, serta faktor eksternal seperti kemiskinan, pengaruh 

lingkungan keluarga yang buruk, dan dampak negatif globalisasi seperti kemajuan 

 
1 Rizal Rosiana, "Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah," Jurnal Hasi Penelitian Dan 

Pengkajian Ilmiah Eksakta 7, no. 3 (2024): 305–316. 
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teknologi dan perubahan gaya hidup. Faktor-faktor ini mendorong anak untuk 

melakukan pelanggaran hukum dan memunculkan kebutuhan akan perlindungan 

hukum khusus yang mempertimbangkan usia dan proses peradilan anak yang 

berbeda dari orang dewasa. Aspek lain yang relevan untuk dipertimbangkan 

adalah terkait dengan tingkat kesadaran akan hukum yang dapat dikatakan  

rendah serta keterbatasan pemahaman terhadap aturan berperan besar.2  

Seringkali, anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak menyadari 

implikasi hukum dari perbuatan mereka sebagai suatu kejahatan. Konsekuensinya, 

meskipun proses hukum terhadap anak tetap esensial, penjatuhan stigma sebagai 

narapidana dalam sistem peradilan formal berpotensi menimbulkan dampak 

negatif yang signifikan terhadap perkembangan psikososial mereka. Selain itu, 

praktik-praktik kekerasan dalam kerangka sistem peradilan, mencakup 

pemukulan, penyiksaan, atau bentuk perlakuan tidak manusiawi lainnya, masih 

kerap ditemukan. Kondisi ini mengakibatkan seluruh rangkaian proses dalam 

sistem peradilan, mulai dari tahapan awal seperti penyelidikan dan penyidikan, 

hingga fase penuntutan dan persidangan di pengadilan, berisiko melanggar hak-

hak fundamental anak.  

Permasalahan krusial ini tidak dapat diabaikan begitu saja; sebaliknya, 

penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berkeadilan 

serta mengedepankan aspek pembinaan. Salah satu alternatif solusi yang diajukan 

adalah implementasi konsep penyelesaian perkara anak melalui jalur non-yudisial. 

Pendekatan ini mengedepankan paradigma keadilan restoratif, yang secara 

proaktif mengintegrasikan seluruh elemen yang terlibat, meliputi pelaku, korban, 
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keluarga, serta entitas terkait lainnya, dengan sasaran untuk mencapai resolusi 

yang proporsional sekaligus memulihkan kondisi sebagaimana mestinya.  

Pengaturan spesifik mengenai mekanisme penyelesaian kasus anak di luar 

jalur peradilan formal, yang dikenal sebagai diversi, termaktub dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi 

didefinisikan sebagai upaya pengalihan proses penanganan perkara pidana anak 

dari sistem peradilan formal menuju jalur alternatif di luar kerangka peradilan 

konvensional. Regulasi ini berfungsi sebagai instrumen esensial dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. 

Kendati konsep diversi telah dikenal secara luas dan terbukti efektif di berbagai 

negara sebagai strategi perlindungan anak, implementasinya di Indonesia masih 

dihadapkan pada beragam kendala, sehingga memerlukan perbaikan 

berkelanjutan.2 Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012, instrumen hukum sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak, dinilai belum optimal dalam menghadirkan perubahan 

signifikan terhadap kedudukan anak dalam sistem peradilan.3 

Dalam konteks penanganan perkara pidana yang melibatkan anak, esensial 

untuk mempertimbangkan tiga dimensi utama, meliputi aspek filosofis, sosiologis, 

dan yuridis. Pertimbangan komprehensif ini menjadi fondasi bagi terwujudnya 

keadilan yang bersifat holistik, mencakup keadilan prosedural (legal justice), 

 
2 Difqa Alvi Ramadhandiko et al., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Putusan No . 3 / PID . Sus-Anak / 2022 / 

PN BNT ),” no. 3 (2024). 
3 Wahab Aznul Hidaya, “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” 

Justisi 5, no. 2 (2019): 84–96, https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543. 
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keadilan etika (moral justice), dan keadilan sosial (social justice). Berdasarkan 

ketiga aspek tersebut, Dimensi yuridis menduduki posisi yang esensial, hal ini 

dikarenakan landasannya adalah ketentuan hukum yang berlaku. Objektif 

utamanya adalah untuk memastikan bahwa implementasi hukum terealisasi secara 

adil, memberikan kontribusi manfaat yang optimal, serta menggaransi kepastian 

hukum bagi anak.4 Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat 

dipandang sebagai perwujudan dari kaidah-kaidah fundamental Konvensi Hak, 

terutama berkenaan dengan penyelenggaraan sistem peradilan yang secara 

spesifik dialokasikan bagi individu di bawah umur yang berhadapan dengan 

hukum (children in conflict with law). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, individu yang dikategorikan sebagai 

anak yang berhadapan hukum didefinisikan sebagai mereka yang telah mencapai 

usia minimal 12 tahun namun belum genap 18 tahun dan terindikasi melakukan 

perbuatan pidana. Sementara itu, fenomena deviasi perilaku pada remaja, yang 

seringkali diistilahkan sebagai kenakalan anak [juvenile delinquency], 

dikonseptualisasikan sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan 

oleh individu yang belum mencapai kematangan usia dewasa, namun dengan 

kesadaran kognitif penuh terhadap pelanggaran regulasi hukum tersebut. 5 

 
4 Awang Munggardijaya et al., “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Yang 

Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak,” Innovative: Journal Of Social Science Research, No. 3, Vol. 5, (2025): 

2215, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19322 .  
5 Difqa Alvi Ramadhandiko et al., “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang 

Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 3/PID. Sus-Anak/2022/PN 

BNT),” Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik, No. 3, Vol. 1, (2024): 119-133, 

https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/413. 

 

https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19322%20.
https://journal.lpkd.or.id/index.php/Sosial/article/view/413.
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(SPPA) di Indonesia diformulasikan untuk menjamin perlindungan 

spesifik bagi anak-anak yang bersinggungan dengan proses hukum. Komponen 

vital dalam sistem ini adalah diversi, yakni suatu prosedur yang mengalihkan 

resolusi perkara anak dari lintasan yudisial formal menuju pendekatan non-litigasi 

yang bersifat alternatif. Pergeseran paradigma fundamental dalam hukum pidana 

anak, baik pada skala global maupun nasional, termanifestasi melalui 

pengimplementasian asas keadilan restoratif. Di Indonesia, asas tersebut 

termaktub dalam regulasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang [SPPA], 

yang secara substansial menegaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (best 

interest of the child) sebagai kaidah normatif esensial dalam setiap penanganan 

kasus yang melibatkan anak.6 Penetapan diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan 

Negeri acapkali memicu keberatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pihak JPU 

memiliki otoritas untuk mengajukan upaya hukum [verzet], sebuah mekanisme 

yang dirancang untuk membatalkan penetapan diversi yang dinilai bertentangan 

dengan kaidah hukum atau prinsip keadilan. Dalam konteks demikian, penetapan 

diversi yang diterbitkan oleh pengadilan guna menghentikan suatu perkara, 

apabila ditolak oleh korban atau pihak keluarganya, berpotensi diinterpretasikan 

sebagai bentuk (miscarriage of justice) atau suatu kekeliruan substansial dalam 

sistem peradilan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diidentifikasikan 

 
6 Teguh Prasetyo, “Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem 

Peradilan Pidana Anak,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, No. 1, Vol. 9, (2015): 1, 

https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14. 

 

https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p1-14
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sebagai pejabat negara yang mengemban fungsi spesifik, yaitu menjalankan 

fungsi penuntutan serta melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap, di samping kewenangan-kewenangan lain yang 

termaktub dalam regulasi perundang-undangan. Dalam konteks upaya preventif, 

institusi kejaksaan turut memiliki kapabilitas untuk mengimplementasikan 

mekanisme diversi terhadap anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Fungsi-

fungsi tersebut secara simultan berfungsi sebagai landasan operasional bagi 

kejaksaan, yang menuntut tingkat integritas dan disiplin yang tinggi. Sebagai 

entitas negara, kejaksaan mengemban otoritas substansial dalam ranah 

penuntutan, serta berperan krusial dalam menjaga ekuilibrium antara penegakan 

supremasi hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para korban. Oleh 

karena itu.7 Kedudukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara fundamental 

dianggap strategis, mengingat perannya sebagai representasi negara dalam sistem 

peradilan. Dalam konteks ini, apabila suatu penetapan diversi yang diputuskan 

oleh hakim anak terindikasi memiliki defisiensi, baik dari aspek prosedural 

maupun substantif, Jaksa Penuntut Umum memiliki hak untuk menginisiasi upaya 

hukum verzet (perlawanan).8 Mekanisme tersebut tidak hanya berfungsi sebagai 

bentuk kontrol yudisial yang diimplementasikan oleh JPU terhadap jalannya 

proses peradilan anak, melainkan juga sebagai instrumen korektif esensial yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan perlindungan anak tidak 

 
7 Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih, “Diversi Sebagai Bentuk 

Penyelesaian Perkara Pidana Anak,” Journal of Lex Generalis (JLS), No. 5, Vol. 1, (2020): 18-35. 
8 Zainab Ompu Jainah, M. Faisal, dan Alam Satria Kenali, “Analisis Yuridis Peran Jaksa 

Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” Justicia Sains: Jurnal 

Ilmu Hukum, No. 1, Vol. 9, (2024): 1-17, 

https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/2752 

https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/view/2752
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mengeliminasi prinsip keadilan substantif. 

Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis studi kasus terkait pembatalan 

[Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang] yang 

dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Keputusan pembatalan tersebut 

mengindikasikan adanya disparitas interpretasi hukum antara yurisdiksi 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Selain itu, keputusan ini turut 

mengukuhkan legitimasi serta relevansi signifikan penggunaan upaya hukum 

verzet oleh Jaksa Penuntut Umum dalam konteks penegakan keadilan. Dengan 

mengaplikasikan metode normatif-empiris, penelitian ini tidak sekadar 

mengelaborasi landasan yuridis verzet Jaksa Penuntut Umum sebagaimana 

termaktub dalam [Undang-Undang SPPA Nomor 11 Tahun 2012], melainkan juga 

memfokuskan pada analisis implementasi praktis di lapangan. Cakupan kajian ini 

meliputi telaah terhadap pertimbangan fundamental yang melandasi tindakan 

Jaksa Penuntut Umum, prosedur operasional yang diimplementasikan, serta 

respons dari aparat penegak hukum terkait. Keseluruhan aspek tersebut secara 

komprehensif membentuk justifikasi keberhasilan upaya hukum yang dimaksud. 

Dalam studi kasus ini, Pengadilan Negeri Palembang telah mengeluarkan 

Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang terhadap 

perkara anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Penetapan tersebut kemudian 

menimbulkan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena dinilai tidak 

memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan rasa keadilan 

masyarakat. Atas dasar tersebut, JPU mengajukan upaya hukum verzet ke 

Pengadilan Tinggi Palembang. Hasilnya, Pengadilan Tinggi Palembang 
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membatalkan penetapan diversi tersebut. Perbedaan pandangan antara Pengadilan 

Negeri dan Pengadilan Tinggi inilah yang menjadi fokus utama penelitian ini 

Merujuk pada diskursus yang telah dipaparkan sebelumnya, kajian ini 

berfokus pada elaborasi mendalam mengenai pertimbangan yudisial hakim serta 

upaya hukum Verzet yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait 

dengan penetapan diversi dalam perkara anak yang berakibat pada hilangnya 

nyawa, yang dirumuskan dalam judul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM 

DAN UPAYA HUKUM VERZET JPU TERHADAP PENETAPAN 

DIVERSI PERKARA ANAK (STUDI KASUS PEMBATALAN 

PENETAPAN DIVERSI NOMOR 9/PEN.PID/PEN.DIV/2025/PN 

PALEMBANG)”.  

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pemaparan yang telah disajikan dalam latar belakang, skripsi ini 

merumuskan dua pertanyaan penelitian esensial: 

1. Bagaimanakah keselarasan landasan yuridis yang digunakan oleh hakim anak 

pada Pengadilan Negeri Palembang dalam penentuan diversi, sebagaimana 

termaktub dalam [Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN 

Palembang], dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)? 

2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan upaya hukum verzet yang diajukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap penetapan diversi tersebut, serta 

apakah justifikasi yuridis yang menjadi pijakan JPU dalam mengajukan 

perlawanan verzet, apabila ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)? 

C. Ruang Lingkup 

Guna menjaga fokus, arah, dan kedalaman pembahasan, ruang lingkup 

penelitian ini dibatasi pada analisis yuridis dan empiris mengenai implementasi 

upaya hukum [verzet] dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak [SPPA]. 

Fokus utama kajian ini meliputi dua aspek krusial: pertama, analisis komprehensif 

terhadap pertimbangan hukum Hakim Anak Pengadilan Negeri Palembang dalam 

penerbitan [Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang] 

pada kasus anak yang berakibat pada hilangnya nyawa; dan kedua, telaah atas 

prosedur serta dasar hukum yang dijadikan pijakan oleh Jaksa Penuntut Umum 

([JPU]) dalam pengajuan [verzet], serta pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi 

Palembang dalam pembatalan penetapan diversi tersebut. Secara geografis, 

penelitian ini dilaksanakan pada institusi penegak hukum yang memiliki 

keterlibatan langsung, yakni Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Tinggi 

Palembang, serta Kejaksaan Negeri dan/atau Kejaksaan Tinggi Palembang. 

Adapun batasan temporal studi kasus ini ditetapkan pada rentang waktu mulai dari 

proses penanganan perkara [Penetapan Diversi] di Pengadilan Negeri hingga fase 

pembatalan melalui upaya hukum [verzet] di Pengadilan Tinggi, hal ini bertujuan 

untuk memastikan relevansi data terkait implementasi upaya hukum yang menjadi 

objek penelitian. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh pemahaman yuridis yang holistik, 
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mendalam, serta terperinci terkait landasan hukum pertimbangan hakim anak 

dan implementasi upaya hukum (verzet) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) 

dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). 

a. Secara teoritis: 

1) Melakukan analisis dan identifikasi terhadap landasan pertimbangan 

yuridis hakim anak di lingkungan Pengadilan Negeri Palembang dalam 

konteks penetapan diversi pada (Penetapan Diversi Nomor 

9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN Palembang), serta mengevaluasi relevansi 

dan kepatuhannya terhadap regulasi yang termaktub dalam Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

(SPPA). 

2) Menganalisis implementasi praktis upaya hukum (verzet) yang 

ditempuh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait penetapan diversi 

yang dimaksud, meliputi identifikasi landasan yuridis yang mendasari 

tindakan perlawanan (verzet) oleh JPU, dengan merujuk pada ketentuan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak (SPPA).Mengkaji praktik pelaksanaan upaya hukum 

verzet oleh JPU terhadap penetapan diversi tersebut, termasuk dasar 

hukum yang menjadi landasan JPU dalam melakukan perlawanan verzet 

ditinjau dari ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. 

b. Manfaat Praktis 

Berikut adalah hasil perbaikan teks sesuai dengan instruksi yang diberikan: 

1) Bagi Institusi Kejaksaan: Penelitian ini diharapkan mampu 
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memberikan kontribusi berupa rekomendasi substantif dan panduan 

operasional yang dapat dimanfaatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, 

terutama dalam yurisdiksi hukum Palembang, guna merumuskan 

argumentasi dan strategi hukum yang kokoh dalam konteks 

pengajuan upaya hukum [verzet] terhadap penetapan [diversi]. 

2) Bagi Institusi Peradilan: Studi ini diharapkan dapat menyediakan 

referensi yang komprehensif bagi para hakim pada tingkat 

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam proses 

pengambilan keputusan terkait penetapan [diversi] atau dalam 

memutus permohonan [verzet], khususnya pada perkara pidana anak 

yang memiliki implikasi serius. 

3) Bagi Komunitas Masyarakat dan Pihak Korban: Penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan literasi hukum 

terkait mekanisme penyelesaian perkara pidana anak, serta 

menegaskan ketersediaan jalur upaya hukum sebagai instrumen 

penjamin keadilan, khususnya bagi entitas korban. 

E. Kerangka Konseptual 

Guna memperjelas cakupan pembahasan, penelitian ini mengadopsi 

sejumlah definisi operasional yang relevan dengan terminologi yang digunakan. 

1. Analisis didefinisikan sebagai suatu proses pengkajian komprehensif 

terhadap data normatif [de jure] dan data empiris [de facto], yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi landasan 

pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri, serta meninjau 

implementasi upaya hukum oleh Jaksa Penuntut Umum.14 
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2. Pertimbangan Hakim merujuk pada landasan argumentasi yuridis yang 

diaplikasikan oleh Hakim Anak pada [Pengadilan Negeri Palembang] 

dalam proses pengambilan keputusan diversi. Validitas dari argumentasi 

tersebut kemudian menjadi objek pertanyaan oleh [Jaksa Penuntut 

Umum] dalam konteks kasus yang sedang diteliti.15 

3. Upaya hukum yang diinisiasi oleh Jaksa Penuntut Umum dikategorikan 

sebagai suatu tindakan hukum formal. Tindakan ini dilaksanakan oleh 

Jaksa Penuntut Umum, dalam kapasitasnya sebagai [dominus litis], 

dengan tujuan untuk menentang Penetapan Diversi. Dalam konteks ini, 

perlawanan terhadap penetapan tersebut secara spesifik diistilahkan 

sebagai [verzet] (perlawanan).16 

4. Verzet ialah Upaya hukum perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum (JPU) terhadap Penetapan Diversi yang dikeluarkan oleh 

Pengadilan Negeri, yang kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi untuk 

dibatalkan atau dikuatkan.17 

5. Diversi dapat didefinisikan sebagai suatu mekanisme pengalihan proses 

penanganan perkara pidana yang melibatkan anak dari sistem peradilan 

formal menuju jalur alternatif di luar kerangka peradilan konvensional, 

yang berfungsi sebagai instrumen proteksi hukum bagi anak-anak yang 

berhadapan dengan hukum.  

6. Penetapan Diversi merujuk pada suatu putusan atau ketetapan yudisial 

yang dikeluarkan oleh hakim anak, yang bertujuan untuk melegitimasi 

konsensus yang dicapai melalui proses diversi, dengan implikasi yuridis 
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berupa terminasi penuntutan [Pasal 13 UU SPPA].  

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan 

 

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan 
  

NO Nama Peneliti 
Judul 

Penelitian 
Perbedaan Persamaan Hasil Penelitian 

1 Nagisya Fryda 

Azzahra, 2025 

Implementasi 

diversi dalam 

kasus pidana 

anak oleh 

Jaksa Penuntut 

Umum  di 

Kejaksaan 

Negeri 

Palembang. 

Penelitian ini 

berfokus pada 

analisis 

pertimbangan 

Hakim PN dan 

upaya hukum 

verzet JPU di 

Pengadilan 

Tinggi, setelah 

penetapan diversi 

dikeluarkan. 

Sama-sama 

membahas 

peran jaksa 

dalam proses 

diversi anak. 

Ditemukan bahwa 

jaksa    memiliki 

posisi penting 

sebagai fasilitator 

dalam penerapan 

diversi, meskipun 

masih ada kendala 

subjektivitas dalam 

praktiknya. 

2 Abd.Kadir, 

Kamri Ahmad 

& Sri Lestari 

Poernomo,202 

0 

Mengkaji 

diversi terhadap 

anak yang 

berhadapan 

Kajian ini 

bersifat 

konseptual dan 

meninjau 

implementasi 

Sama-sama 

mengkaji 

penerapan 

diversi 

dalam 

Hasil  penelitian 

menunjukkan bahwa

 di  Polres 

Polewali   Mandar, 

konsep diversi 

 

18 Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, dan Hardianto Djanggih. “Diversi Sebagai 

Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” Journal of Lex Generalis (JLS) 1, no. 5 (2020): 18–

35. 
19 Hidaya, Nurul. “Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” Jurnal 

Hukum Anak 4, no. 2 (2021): 50–65. 



14 
     

 

  hukum dari 

sudut pandang 

sistem peradilan 

pidana anak. 

diversi    di 

tingkat  Polres 

dengan   fokus 

pada prinsip 

keadilan 

restoratif. 

Penelitian ini 

berfokus pada 

kasus spesifik 

(Pembatalan 

Penetapan No. 

9/2025) 

sistem 

hukum anak. 

belum  maksimal 

diterapkan, khususnya

  pada tahap

 penyidikan, 

sehingga  masih 

banyak anak yang 

berujung   pada 

proses pemenjaraan. 

3 Arie 

Chandra,2020 

Fungsi 

kejaksaan dalam 

penerapan 

diversi. 

Penelitian  ini 

menganalisis 

fungsi  JPU 

sebagai pihak 

yang mengajukan 

upaya korektif 

(verzet) terhadap 

Pertimbangan 

Hakim Anak di 

PN 

Sama-sama 

membicara 

kan peran 

fungsional 

Jaksa 

Penuntut 

Umum (JPU) 

dalam proses 

diversi. 

Penelitian 

menyimpulkan bahwa 

fungsi jaksa dalam 

menerapkan diversi

 belum 

berjalan optimal dan 

dianggap belum 

cukup efektif dalam 

menjamin hak anak 

yang berhadapan 

dengan hukum. 

4 Cornelius, 

Beniharmoni 

Harefa (2021) 

Membahas 

penerapan 

keadilan 

restoratif dalam 

Undang- 

penelitian ini 

berfokus pada 

prinsip keadilan 

restoratif 

dengan 

Keduanya 

membahas 

dasar hukum 

diversi 

dalam 

Disimpulkan bahwa 

penerapan keadilan 

restoratif memberikan 

penekanan pada sisi 

kemanusiaan, 
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  Undang SPPA. menitikberatka n

 pada 

perlindungan 

kepentingan 

anak. 

konteks 

peradilan 

pidana anak. 

meskipun 

pelaksanaannya masih 

menghadapi kendala 

dari aspek substansi,  

struktur, 

dan budaya hukum. 

 
G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

hukum empiris (yuridis-sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji hukum 

tidak hanya sebagai norma (law in books), tetapi juga sebagai perilaku nyata 

(law in action) di masyarakat9. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

implementasi pertimbangan hakim serta pelaksanaan upaya hukum verzet 

oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik10.  

2. Sumber data  

a. Data Primer 

Data primer diartikan sebagai informasi yang dihimpun secara langsung 

dari lokasi penelitian melalui metode wawancara, observasi partisipatif, 

dan telaah dokumen. Pengumpulan data ini esensial untuk mendapatkan 

perspektif orisinal. Narasumber dalam penelitian ini meliputi: 

1) Bapak Andi Pratama, S.H., M.H. selaku Hakim Anak pada 

Pengadilan Negeri Palembang  

 
9 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm. 

82. 
10 Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, 

Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 117. 
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2) Bapak Budi Santoso, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Palembang  

3) Bapak Candra Wijaya, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan 

Negeri Palembang  

4) Bapak Dedi Saputra selaku Petugas pada Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) Palembang  

b. Data Sekunder 

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum 

yang relevan, yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi dua 

subkategori: 

1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (SPPA) 

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang berkaitan dengan 

diversi 

e. Putusan dan Penetapan Pengadilan, khususnya: 

1. Penetapan Diversi Nomor 9/Pen.Pid/Pen.Div/2025/PN 

Palembang 

2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang terkait pembatalan 

diversi 
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2) Bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur akademis, hasil-

hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan publikasi jurnal yang 

relevan dengan diskursus mengenai diversi dan upaya hukum 

[verzet]. 

3. Metodologi pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui dua 

pendekatan utama: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yang melibatkan penelusuran 

komprehensif terhadap literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, di 

samping dokumen-dokumen resmi terkait. Pendekatan ini berorientasi 

pada penghimpunan prinsip-prinsip hukum dan kerangka teoretis yang 

relevan guna membangun konteks analitis mengenai pertimbangan 

Hakim Anak dalam penetapan diversi, serta dasar yuridis bagi upaya 

hukum [verzet JPU] sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang SPPA]. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research), meliputi pengumpulan data primer 

melalui teknik wawancara. Wawancara ini dilaksanakan baik secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur dengan melibatkan informan kunci, 

antara lain Hakim Anak yang menerbitkan penetapan diversi, Jaksa 

Penuntut Umum (JPU) yang mengajukan [verzet], serta staf terkait di 

lingkungan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan. Tujuan wawancara adalah 

untuk mengelaborasi faktor-faktor sosiologis dan yuridis yang mendasari 

pertimbangan hakim dan tindakan [verzet JPU]. Selain itu, dilakukan 

pula telaah dokumen dari instansi Kejaksaan, Pengadilan Negeri, hingga 
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Pengadilan Tinggi Palembang. 

 

4. Analisis Data 

Data yang berhasil dihimpun selanjutnya diproses dan dianalisis 

menggunakan pendekatan kualitatif. Secara spesifik, data normatif dianalisis 

melalui metode yuridis-normatif guna menginterpretasikan ketentuan 

hukum yang relevan, khususnya [UU SPPA] dan doktrin hukum. Analisis ini 

khususnya digunakan untuk mengkaji landasan yuridis Pertimbangan Hakim Anak 

dalam menetapkan diversi, serta dasar hukum yang digunakan JPU dalam 

mengajukan upaya hukum verzet, Sementara itu, data empiris, yang di antaranya 

terwujud dalam hasil wawancara, ditelaah secara yuridis-normatif guna 

menginterpretasi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya [UU SPPA] dan 

doktrin hukum. Analisis ini khususnya digunakan mengkaji landasan yuridis 

Pertimbangan Hakim Anak dalam menetapkan diversi, serta dasar hukum yang 

digunakan JPU dalam mengajukan upaya hukum verzet. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini diatur sebagai kerangka acuan yang 

berfungsi untuk memandu proses penyusunan penelitian. Struktur ini dirancang 

sedemikian rupa guna mempermudah pemahaman pembaca terhadap substansi 

laporan penelitian. Skripsi ini tersusun atas empat bab utama, dengan pembagian 

sub-bab yang berbeda pada setiap bagiannya, yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual (atau kerangka 
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berpikir), metodologi penelitian, serta sistematika penulisan laporan. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengkaji landasan teoretis dan studi-studi terdahulu yang relevan 

dengan topik penelitian.  

BAB III  : PEMBAHASAN 

Bab ini memuat uraian dan analisis terhadap data yang telah 

dikumpulkan (primer dan sekunder) untuk menjawab rumusan masalah. 

Pembahasan difokuskan pada dua isu inti penelitian, yaitu analisis dasar 

pertimbangan hakim anak pn palembang dalam menetapkan diversi 

perkara anak dan analisis implementasi upaya hukum Verzet JPU 

Terhadap Penetapan Diversi 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bagian penutup ini, disajikan suatu ikhtisar komprehensif 

mengenai keseluruhan proses penelitian. Ikhtisar tersebut mencakup 

Simpulan, yang dirumuskan untuk memberikan respons secara 

menyeluruh terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi, serta 

Rekomendasi. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan-temuan yang 

teridentifikasi dalam studi kasus ini, dan secara spesifik dialamatkan 

kepada institusi-institusi yang relevan, yaitu [PN], [Kejaksaan], dan 

[PT].
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